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KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penyediaan.
Prajurit Sukarela. TNI. Administrasi.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan
Pemerintanh Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
perlu diatur ketentuan tentang Administrasi
Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia;

bahwa Peraturan Menteri Pertahanan yang
mengatur mengenai persyaratan, penerimaan,
pendidikan pertama, pengangkatan menjadi Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, ikatan Dinas Pertama,
dan penganggaran dalam rangka pengaturan
administrasi penyediaan Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, sudah tidak sesuali dengan
perkembangan Tentara Nasional Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010
tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional;
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Mengingat

Menetapkan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara
Nasional Indonesia,;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1159);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010
tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5120);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  TENTANG
ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di
bidang pertahanan negara.

3. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

4. Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses
seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional
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Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditentukan meliputi
kampanye, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan, dan
ikatan dinas pertama.

Kampanye adalah kegiatan penerangan dan informasi yang
dilaksanakan dalam rangka mendukung proses penerimaan.

Penerimaan adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin
mengabdikan diri menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia.

Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia adalah Warga
Negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan.

Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit
Siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang
ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.

Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani
pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia.

Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang Warga
Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan.

Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna
menjalani Dinas Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama
jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier.

Ikatan Dinas Pendek adalah lkatan Dinas Keprajuritan paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat
kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.

Pasal 2

Jumlah Warga Negara yang akan diterima menjadi Prajurit Sukarela
Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan
dukungan anggaran dan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Kampanye dilaksanakan dengan kegiatan publikasi dan bimbingan
kepada Warga Negara dalam rangka memberi kesempatan untuk
menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

Publikasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara terencana dan terus menerus sepanjang Tahun
Anggaran, dikaitkan dengan kegiatan penerimaan Prajurit Sukarela
Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk
Pelaksanaan.
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BAB Il

PERSYARATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Seseorang Warga Negara dapat diangkat menjadi Prajurit Sukarela Tentara
Nasional Indonesia apabila:

a.

(1)

memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal
28 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional
Indonesia;

memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5;
lulus dalam seleksi dan terpilih; dan
lulus pendidikan pertama.
Bagian Kedua
Persyaratan Lain
Pasal 5

Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan pertama untuk menjadi
Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, yaitu :

a. Prajurit Karier:
1) perwira berusia paling tinggi :

a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas;

b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma
Tiga,;
c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan

d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu
Profesi.

2) bintara dan tamtama, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun.
b. Prajurit Sukarela Dinas Pendek:
1) perwira berusia paling tinggi

a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas;

b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma
Tiga;
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c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan

d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata
Satu Profesi.

2) bintara, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun.

Persyaratan tinggi badan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara
Nasional Indonesia :

a.) paling rendah 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter bagi pria ;
dan

b.) 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter bagi wanita dengan
persyaratan berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Persyaratan pendidikan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara
Nasional Indonesia adalah:

a. perwira:

1. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit
Karier yang dibentuk melalui Akademi Militer, Akademi
Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara;

2. Dberijazah paling rendah Diploma. Tiga bagi Perwira Prajurit
Karier yang dibentuk melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier;
dan

3. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi
Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek.

b. bintara, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
dan

c. tamtama, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama.

Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, clan
persyaratan tambahan/ khusus sesuai kebutuhan iebih lanjut diatur
dengan Peraturan Panglima.

BAB Il
PENERIMAAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan di bawah supervisi
Kementerian Pertahanan.
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b. Panitia Penerimaan Daerah dan
C. Sub Panitia Penerimaan Daerah.

(2) Susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) lebih Ilanjut diatur dengan Peraturan
Panglima.

Bagian Kedua
Pengumuman
Pasal 7

Panitia Penerimaan mengeluarkan pengumuman yang seluas-luasnya
dengan tenggang waktu yang cukup tentang penerimaan Warga Negara
menjadi calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan
Program Kerja Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran yang
bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran
Pasal 8

(1) Setiap Warga Negara yang berminat untuk menjadi Prajurit Sukarela
Tentara Nasional Indonesia dan memenuhi persyaratan, dapat
mendaftarkan diri kepada Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia
Penerimaan Daerah dengan mengajukan surat permohonan yang
ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p. Ketua Panitia Penerimaan
Daerah dilampiri persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Keempat
Penelitian Persyaratan
Pasal 9

(1) Penelitian persyaratan dilakukan untuk menentukan keabsahan dan
kelengkapan persyaratan administrasi agar dapat dipanggil mengikuti
pemeriksaan dan/atau pengujian.

(2) Keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penentuan jumlah yang akan dipanggil,
dilakukan oleh Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia
Penerimaan Daerah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
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Bagian Kelima
Pemanggilan
Pasal 10

Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah
memanggil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) untuk mengikuti pemeriksaan dan/ atau pengujian.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan/atau Pengujian
Pasal 11

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian
terhadap calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia untuk
menentukan yang lulus seleksi.

(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap calon Prajurit Sukarela
Tentara Nasional Indonesia meliputi bidang kesehatan, mental
ideologi, kesemaptaan jasmani, psikologi, dan pengetahuan akademik
sesuai kebutuhan.

(3) Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah
melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian tingkat daerah dan
Panitia Penerimaan Pusat melaksanakan pemeriksaan dan/atau
pengujian tingkat pusat.

(4) Panitia Penerimaan menetapkan dan menyusun daftar peringkat calon
Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pemilihan
Pasal 12

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan sidang untuk memilih yang terbaik
dari calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang lulus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berdasarkan alokasi
yang ditentukan.

(2) Panitia Penerimaan mengumumkan calon Prajurit Sukarela Tentara
Nasional Indonesia yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama
dan mengembalikan calon yang tidak terpilih ketempat daerah asal
pendaftaran.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan Menjadi Prajurit Siswa
Pasal 13
Pengangkatan calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang

terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi Prajurit
Siswa ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
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(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

BAB IV
PENDIDIKAN PERTAMA
Pasal 14

Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diharuskan
mengikuti pendidikan pertama.

Ketentuan mengenali penyelenggaraan pendidikan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Panglima.

BAB V
PENGANGKATAN MENJADI
PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Pasal 15

Pengangkatan menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia
dan pemberian pangkat pertama sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Letnan Dua, bagi lulusan pendidikan pertama perwira;
b. Sersan Dua, bagi lulusan pendidikan pertama bintara; dan

c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua, bagi lulusan pendidikan pertama
tamtama.

Khusus bagi lulusan pendidikan pertama Perwira Prajurit Karier,
diangkat menjadi Prajurit Sukarela dan diberi pangkat Letnan Dua,
serta ditambah masa dinas keprajuritan penyesuaian dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. minus satu tahun, bagi lulusan Diploma Tiga,;
b. nol tahun, bagi lulusan Strata Satu; dan
c. satu tahun, bagi lulusan Strata Satu Profesi.
BAB VI
IKATAN DINAS
Pasal 16

Prajurit Karier menjalani dinas keprajuritan dengan lkatan Dinas
Pertama yang dapat dilanjutkan dengan lIkatan Dinas Lanjutan.

Lamanya masa lkatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a. bagi Perwira 10 (sepuluh) tahun;

b. bagi Bintara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun; dan
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c. bagi Tamtama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun.

(3) Ketentuan lebih Ilanjut mengenai masa Ikatan Dinas Pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Panglirna.

Pasal 17

(1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani dinas keprajuritan dengan
Ikatan Dinas Pendek yang berlaku terhitung mulai tanggal lulus
pendidikan pertama dan tidak dapat diperpanjang.

(2) Lamanya masa lkatan Dinas Pendek ditetapkan paling singkat 5 (lima)
tahun dan  paling lama 10 (sepuluh) tahun  dengan
mempertimbangkan lamanya pendidikan pertama dan kepentingan
yang khas masing-masing Matra Angkatan.

Pasal 18

(1) Formulir untuk lkatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(2) Ikatan Dinas Pertama dan lkatan Dinas Pendek dibuat dan
ditandatangani bersama oleh calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional
Indonesia terpilih dan Menteri atas nama Negara Republik
Indonesia,dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi yang terpilih menjadi perwira dilakukan oleh yang
bersangkutan dan Menteri ; dan

b. bagi yang terpilih menjadi bintara dan tamtama dilakukan oleh
yang bersangkutan dan masing-masing Kepala Staf Angkatan
sebagai pejabat yang menerima delegasi wewenang dari Menteri.

BAB VII
PENGANGGARAN
Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertahanan.

Pasal 20

Biaya kegiatan penerimaan Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela
Tentara Nasional Indonesia yang meliputi pendaftaran, penelitian
persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan dan/atau pengujian, dan
pengembalian yang tidak lulus atau yang tidak terpilih dibebankan kepada
Anggaran Kementerian Pertahanan.
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Pasal 21

(1) Warga Negara, pada saat mengikuti kegiatan pcnyediaan yang
diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan, mengalami musibah yang
mengakibatkan cacat atau meninggal dunia, diberikan santunan
kecelakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri Pertahanan.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur
kemudian dengan keputusan sendiri.
Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Pertahanan Keamanan Nomor 01 Tahun 1991 tentang Administrasi
Penyediaan Prahjurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepanjang
ketentuan yang mengatur tentang administrasi penyediaan  Prajurit
Sukarela Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 24
Peraturan Menteri inii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMIPIRAN

FPEAATUREAN MENTERL PERTAHANAN EEPUBLIE TNTXOWNESTA
MOMOR 27 TALIUN 2012

TENTANG

ADMINLSTREAS]L PENYEOLAAN PRATJIJRIT SURARELA TENTARA
MABIONAL LM DO ESLA

FORMULIR UNTUK IKATAN DINAS PERTAMA
Trormualic 1

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PEETAMSA
PERWIRES PRAJURIT KARIER PERWIRA PRAJURIT SUTKARELA

Berdasarkan Pasal 23 Undang Undarg Momor 34 Tahun 2004 lentang Tealac
Wasicnal Indonesia, Pasal 17 Poramaran Pomerintas Momor 39 Tahun 2010
Lenlang Admin islrasi Frojurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menter
Pertahanan Nomor ... Tahun o lentans Admindstrasi Penvedisan Prajurit

Sukarcia Tonrara Masional Indonssia
Yump bertandstangan di bawah in:
[ Moma
Ternprzl gl lahir

Poncidikan
Alaimg

Selanjutnyva diselrac PIHAK PERETAMA,; dan
1 Flenior Pertahansn dalam hal ind bectindale atas nama MNoegara,

Selanjurnya discbhut PIHAK KEDUA.

*maal 1

Pibial Pertauma dan Pihak Koedua bersepakat untuk menpgadakan hubungan
hukum dalam beolol kot dinas kKeprajuritan wang akan dijalani secarw
ankarclk oleh Pithak Perlama.

Fuasal 2

Pihale [Porrama sccara sukarcls mengikatkan dicl delam dinas  keprajuritan
sebagai Perwita MPrajusit Karicry Porwira Prajuril. Sukareln selame 10 [sepuluh)
tbun erhilung mulad tanggal lalus pendicdikan portama Perass.

Paszal 2

Fihak Perlama b raedia menjalani pendidikan poriama yang ditenfukan dengan
suangaubi-surg dan bersedia meongganc scgala bisys yang lelabh dikeluarlan
aleh nogara s :]"iTIIH menjalan pendidikan pertan, ap"!.b][‘l dengan sengajy atau
karena lkesalahan sendin tidak menvelesaiken pendidikan pertama terseout,

IPas=al 4

Mlak Ferlama bersedia cpecundaldean divi kepada Huelkormnm Mililer, Disiplin
Militer, Sapta Morga, Sumpah Prajucil, peraturan yang berlaco 8 lingluangan
rraliLer.
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azal O
Pihak Pertarma Dersedia menecima segala akibat hakam vang imbual apahila

Pihalk Pertouna selelah lalus pendidilkon sertauma tidale mclaksanalzan aran tidak
menvelesaikan ikatan dinas pertama.

Pasal &
Fihak Kodos menjamin segsls hek ovang haros diteriona oleh Plhak Pertama
selama wmenjalan: dinas keprajuritan scsual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paszal 7
Sural Perjardian [katan Dinas Pertamna ind dibost dan ditandatzngan oleh kedua

belah pihak i o0 pada hart L dar leogeel L sebagal bulct terjadinya
hubungar hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta,

PIHAR KEDLA FIHAK FPEETAMA.
MENTERT PREETAHANAN RI,
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Formalier 2

SURAT PERJAMIAN IKATAMN [MMNAS PERETAMA
BINTARA TAMTAMA I'EAJURIT EARIER /PRAJURIT S3UKARELA

Berdasarkan Pasal 23 Undeng-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tenteng Tentars
Masionzl Incdonesia, Pasal 17 Perstursn Pemerimtah Nomor 39 Takhun 2000
temtang Administrasi Prajurit Tentzra Nasional Indonesia dan Peraturan Mentori
Pertaharan Nomor ... tanggal ... tencang Administrasi Peayodiaan Prajuric
Suicarela Tentora MNasional [ndonesia

Yang bertandatangan di bawah ini:
[ Meria
Temypar S tel lahir
Pendidikan
Ml
Solanjumya diseout PIHAK PERTAMA; dan
11 Krpala Staf Angkatan Darar, Kepala Staf Angleatan Laut, Kepala Seal
Angloatan Udara, dalam hal ind schagai ociabat vang mencrima

wewenang dart Menteri Pertahanan RI

Selanjuinya discout PIHAK KEDVA

Puasal |

Pihale Partama dan Pihak Kedua bersepalat untuk meongadakan hubungan
huxum daleen bentunk ikatan dinas kepesjusitan yvang akan dijalani sccara
sukarelz oleh Pihox Perlarms.,

Puasul 2

Pihak Peortama sccara sckarclas mengkatkan dirn dalam dinas keprajoritan
selxagal

1. Fintara Prejunt Sukasels paling singkat 7 (ujah) ahon dan paling lama
10 {=eouluh) tahn,

2. Tamrcama Prajurt Sukarcla paling singkat 5 (ima)l tabun dan paling lams
10 {sepoluh) taban;

terhitung malal tenggal hlus pendidikan pertama bintara Aamiama.

Pasal 3

Pihak Perteuna bersedia menjalani pendidilkan pertama yang ditontuken cengan
sunzuuh-sunmenh, dan bersedia mengoanti segola biava vang relah dikelusrfan
alek negara selama menjalan: pendidiken peruama, apabila dengan sengaja atan
larcha kesalahan scndin tidak menvelesai<an pandidikan pertams erselul.

Fazal 4
Mhak Pertama beracdia menundokkean din kepada Holum Militer, Disiplin

Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajuril, peraturan vang berlekxo di linglongan
muililer.
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Pazal >

Pihuk Pertema bersedia mencrina sogada alkibal hukoum yang Lmbul apabila
Fihl: Perinrnn selelsh lulus pendidikan portama tidals mclaksanalon aiau Gdal
menyelssailian thatan dinas peclarme.

Fasml &

Fihale Xodhaa moofamin segula ek vange haeas dikerimmas oleh Pihak Pertzime
selama monjalani dinas Coprajuritie: sesuil ketenloun peraluran perundseo-
U ATIRHET.

Pasal 7

Suras Merjanjion lkatan Dings Perlerneg ind diboat dan ditandatsopam oleh loedus
hola= pihals 2 L, pEada heed dan lungeal L sebwpai boks tevadings
hubmngan uan dalamn dinas ko prajuacitau,

akarta,

PFIHAK KEZDUA FITIAK PERETAMA,
KEPALA STAD ANCERATAM
DARA T AN RA AN
LAUT /A ANGEATAN UDARA,
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Formulic 3

SURAT PERLIANJIAN [KATAMN DINAS PENDEK
FERWIRA PRAJURIT SUKARELA DINAS PENDEK

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nome: 34 Tabun 2002 lenlang Tentara
Mazional Indenesin, Pasal 18 Peraluran Pemerinlah Nomor 3% Tahun 2010
tentang Administrasi Prajunit Tenlara Mesional Indonesia dan Poramran Menterd
Ferlahanan MNomor ..., tanggal . tentang Adminiscrasi Peayvediaan Prajacil
Sukarcls Tentara Nasional Indonesia

Yang hortandatangan di bawah ini:
I Merris

" ; 1 .

Temnpar gl lzhn

Perdidikan
Alarnat

Zrlanutny: dischur FIHAK PERTAMA: dan
II kMenten Perlghanan dualsm hal ind hertindak atas nama Neogara.

Zelanjutnye diselur PTHAK KEDUA,

Paszal 1

Pihals Porrama <lan Pibale Kedoas bDersepoaksl unluk mecgsdeken bualsongan
huloun dalan bentuk dkewsn dinas keprajurilan vang akan dujslan secara
sUbkarely oleh Pitiak Pertama.

Paza 2

Pihale Pertama secara sularela mengilkatkan dirl dalam dinas keprajuritan
sebmgri Perwira Prajuril Sukarela [Hnas Pendek paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 10 (scpuluhb)] tohun terkitung  mulal tengsal lulus  pendidilan
periams Perwira,

Hamal 3

Mhal Porrama bersedia meonjalani pendidilsan poriama yang disontulan congan
sungpuh-sungeuh, dan bersedia mengeanti segala biava vang clal dikeluarkan
olely negars, selama menjalani peadidikon perteana, apabila dengon segaja ataa
karena kesalahen sendiel Udak menvelesaixan pendidikan pertazonan lerseoul.

Fa=al 4
Pihak Perlameae bersedia meonundulkan dird kepada Hukum Militee, Disiplic
Militer, Bapta: Murga, Sumpah Prajuril, peraturan yang berlazo di bnghonaan
militer.

FPazsal &
Fitak Peramme bLersedia menerime segala okibat haloam vang cml@al apahila

Filale Pertama setelabh lulus pendidikan perlamas Udak melaksanalan ateu tidal
menyelcsaillian katar dinas porrama.
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Masal &
Pihk Eeduo meonjomnin segela hale yang harus ditenma oleh Pihak Pertama
selame menjalam dings keprajuritan scsual ketentuan peraturan perundang-
urndunpan,

Fasal 7
Surar Perjanjian Iksten Dinas Perlama ind dibuat dan ditandatangani oleh kedus

belah pihak di ... pada hari . dan tanpgal . sebagai bukt terjadinys
hubangan huloanm dalam dinas keprajuritan,

Jalarta,

PIHAK KEDLA FIHAK PERTARA,
MENTERI PEETAHAMNAN RI,
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Formmulic 4

SURAT PERJAXNJLAN IKATAN DINAS PENDEE
LINTARA PRAJURIT SUKARELA 1DINAS PENDEK

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undangg Nomor 341 Tabuan 2004 tertang Temlara
Masicnal Indoncsia, Pasal 18 Persluran Pemerintaly Nomor 39 Tahun 2010
tentang Administrasi Prajuric Tentera Masional Indonesia dan Peraturan Menter
Perlgharan MNomor ... tanggal ... tentang Administras! Peayediasgn Prajurit
JSukarela Tentara Naszional [ndonesia

Yano bertandatangan oi bewah inn

1 Mamnn
Tempat tel Ialuir
Porucdidilan
Alarmal

Solanjurnys cischun AIHAK PERTAMA; dan

Ir Kepala 3taf Anglaran Daral, Kepala Staf Angkatan Laur, Repala Slal
Angkatan Udsra, dalam hsl i sehapgst pejabal yang meoncrima
wewrenanyg dari Menteri Pertahanar EL

Beleniulnya disebut PIHARL KEDLA

Pasal 1

Pihak Pertama odan Piha< Kedus beesepakar unmuk mengadakan  hubungan
hukum dalam bertule ilzatan dinas keprajuritan yang alan dijalani seeary
sukarela oleh Pihod Portama,

Pasal 2

Pihal Pertoms sccara sukarels mengikalkan dirl dolam dicas  keprsjurilan
sebugal Binlera Prajurit Sukarela Dinas Pendek paling singkat 3 (Lma} tahun dan
paling lama 10 [sepuluh] lahun lerbitong malal tanggal lalus pendidikan
petame Binare.

Pasal 3

Fihiale Prrramna hoersedia menjaland pendidilean portama yang diteniuken dengan
sunggub-sungmah, dan bersedia mengpand segala biaya vang telah dikeluarkan
clehl negara sclama menjalani pendidiken pertama, apabila dergsn segaja atan
karena kesalahan sandirt tidek menyelesailion pendidikan pertame lersebut,

Puxal 4
Pihak Perraca bersedia menundubkian dird kepada Hukum Mililer, Disiplin
Militer,  Supla Marpa, Sumpah  Prajurit, dan peraluran vang herlske di
lrggloanean ruliter,

Masal
Finak Pectazpa Lersedia menerima sepsla ckibaer huoloun yang Hmbual apelila

Mhale Fertams selelah ulos pendidikan portams ldek melaksanakan artau Cdak
menyelesailian ikatan dinas perlama.
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Pazal o

Pibax Fedua menjamin segala hole sang harus diterions cleh Pihiak Pertana
selama menjalani dinas koprajoriion sesani kelenluan perateran pecondang-
SIS E s VAT

Farsul ¥V
Surat Perizngian koo inues Perbiama ing dibuae dan ditancda tingan: olei koo

Delah prhak i copada aaci L dan tangsal oL schagan Ruldsti terjscing
aubiingan hokorn dalarm dines keprajunan,

Jakarton

TIHAR WETILA PHIAK PERTANMA,
FRPALA JTAN AN ATAM
I2ARMAT AN G RATAN
EALT  ANG A TaM UTaAEA,

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO



